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PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN KURANJI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN
KOMPILASY HUKUM JSLAM
(STUDI D1 KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KURANJI)

(Andre Ali Putra, 06 140 082, Fakultas Hukum Unand, 53 him, 2011)

ABSTRAK

_ Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai seorang suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dasar hukumnya terdapat pada pasal
1 UU Nod Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Tidak semua orang yang
melaksanakan pernikahan adalah orang yang telah cukup umur dengan arti kata mereka
yang belum mencapai usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria seperti yang telah
digariskan oleh undang-undang, pernikahan di bawah umur dapat dilaksanakan dengan
cara adanya pengantar dari Pengadilan Agama, Izin Orang Tua dan Rekomendasi darj
aparat Kantor Urusan Agama, ketiga dispensasi diatas menunjukkan adanya pelunakan
yang diberikan oleli UU Perkawinan terhadap calon mempelai yang akan melaksanakan
perkawinan meskipun belum.cukup umur. Adapun masalah yang diangkat : 1. apakah
penyebab terjadinya nikah di bawah umur. 2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap
perkawinan di bawah umur. 3. Bagaimanakah proses pernikahan di bawah umur di
kecamatan Kuranji. Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kuranji dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pernikahan dibawah umur
di kecamatan kuranji ditinjau dari undang-undang no.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum
islam (studi di kantor urusan agama kecamatan Kuranji)”. Dari hasil penelitian tersebut
dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya nikah di bawah umur adalah karena
faktor ekonomi, karena pengaruh lingkungan, faktor dari orang tua yang merasa tenang
dan tentram apabila anak telah kawin. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di
Kecamatan Kuranji sama dengan perkawinan pada umumnya, namun terdapat beberapa
perbedaan yaitu dengan adanya dispensasi kawin seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat 2
UU Perkawinan yakni sebagai berikut :1. Pengantar dari Pengadilan Agama, 2. Izin orang
tua, 3. Rekomendasi dari aparat KUA, selain tiga dispensasi diatas masih terdapat 2 hal
lain untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur di kecamatan Kuranji yaitu dengan
cara pemalsuan umur dan tanpa akte kelahiran. Sedangkan akibat dari nikah di bawah
umur adalah banyaknya terjadi perceraian, tingginya angka kelahiran dan kurang
terjaminnya pendidikan anak-anak, rumah tangga ]fl.irang Harmonis, akan dipandang
remeh oleh orang lain, T :
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Nikah menurut bahasa Arab adalah “watha” (berhimpun). Sedangkan
menurut istilah adalah : “suatu agad yang memperbolehkan seorang pria
dengan wanita bergaul bebas”'. Dalam buku himpunan hadits pilihan shahih
Bukhari menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah : “suatu agad yang
dilakukan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan
wanita yang dibatasi oleh hak dan kewajiban sebagai suami istri serta
keduanya juga dibatasi dengan pergaulan terhadap orang lain yang bukan
muhrimnya.”
Menurut UU No 1/1974, menyatakan bahwa perkawinan adalah : ¢
Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagian dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa™.>
Sedangkan Kompilasi hukum Islam (Selanjutnya disingkat dengan
KHI ). Menyatakan bahwa perkawinan adalah: * Agad yang sangat kuat atau
-mitsagaan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah.”*

' Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam (Suat Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahl
al Sunnah dan Negara-negara Islam), (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988) cet. Ke -1 him. 73

? Labib Mz, Muhtabim, Himpunan Hadist Pilihan Shahih Bukhari, (Surabaya : Tiga Dua,
1993) Cet. Ke-1 him. 183 .

* Amir Martosedono, UU No, 1 1974, (Jakarta : Dahara Prize, 1997) Cet.ke-5 hlm. 9

* Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum
Indonesia, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994) cet. Ke-1 him. 78
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Dari beberapa defenisi di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa
perkawinan adalah: merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh
untuk hidup secara sah, damai antara seorang laki- laki dengan seorang wanita
dalam membentuk keluarga yang kekal, aman, dan tentram, saling
menyantuni, kasih mengasihi, dan penuh kebahagian baik moral , spiritual
maupun material berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menikah pada dasarnya sangat dianjurkan bagi setiap orang dewasa
yang sudah mampu melaksanakannya, Sebab menikah itu termasuk perilaku
para Rasul.

Firman Allah SWT. Surat Ar-Ra’d, ayat 38 :

Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum
kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan
keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan
sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap
masa ada kitab (yang tertentu)

Para ulama mengatakan "Menikah karena dorongan syahwat lebih baik
daripada ibadah-ibadah sunat. Karena pernikahan akan memperoleh banyak
kemaslahatan dan dampak positif, juga dengan pernikahan seseorang akan
terpelihara dari hawa nafsunya.”s

Hal ini juga dijelaskan dalam sabda Rasullulah SAW yang artinya
“Dari Abdul Bin Mas’ud R.a. beliau berkata : Rasullulah SAW. Bersabda :

Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin,

° M. Shaleh Al Utsaimin dan A. Aziz ibn Muh Daud, Pernikahan Islam, (Surabaya :
Risalah Gusti, 1991), cet ke-3, him. 2



maka hendaklah dia kawin karena sesungguhnya perkawinan itu lebih

menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang

siapa yang belum mampu, maka hendaklah mereka berpuasa, karena dengan
puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.”( HR. Muttafaqun

Alaih ).*

Seruan dari Rasullulah SAW, ditujukan kepada para pemuda, karena
sesungguhnya mereka itu orang — orang yang kuat dugaan kecintaanya kepada
kaum wanita. Dari Hadits diatas terdapat beberapa kandungan yang berkaitan
dengan pernikahan :

1. Dalam Hadits tersebut terkandung anjuran untuk mendapatkan sesuatu
yang dapat menundukan pandangan dan akan memelihara kemaluan.

2. Juga terkandung pengertian bahwa tidak boleh memberatkan diri untuk
pernikahan tanpa kemampuan, seperti dengan jalan berhutang hanya untuk
pernikahan itu.

3. Dari badits di atas Nabi sccara tegas menganjurkan perkawinan kepada
mereka yang mampu dan berkeinginan untuk itu.

M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa “ adapun tujuan dan faedah
perkawinan itu adalah :

1. Memperoleh keturunan yang syah

2. Memenuhi tuntutan naluriyah hidup manusia,

3. Memelibara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

4. Memﬁentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari

masyarakat yang besar di atas dasar cinta dan kasih sayang.

S Al Shan’ani, Subul al Salam Ill, Terjemahan Abu Bakar Muhammad, (Surabaya : AL
Ikhlas, 1995) Cet. Ke-1 hlm. 239
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5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki yang halal dan
memperbesar rasa tanggung jawab.”’

Di samping hal yang telah di terangkan di atas yaitu mempunyai
kemampuan, dan lain-lain, UU No. 1/1974 pasal 7 (1) : “Perkawinan hanya di
izin kan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita
sudah mencapai umur 16 tahun,

Oleh karena pernikahan sudah di atur dalam Islam dengan aturan-
aturan yang baitk dan konsekuen, maka hendak nya hal itu dijadikan acuan
oleh Peraturan Perundang-undangan sebagai referensi dalam pemikahan.

Hal ini diangkat berdasarkan observasi penulis yang terlihat
disebahagian masyarakat Kuranji diantaranya : RW Kayu Gadang-Kampuang
Lalang, RW Parak Kedondong-Durian Tarung, dan RW lain-lain, mereka
dalam usia muda bahkan dalam usia yang sangat kecil (antéra umurl4 sampai
16 tahun) telah melangsungkan perkawinan, baik disetujui oleh orang tua atau
orang tuanya terpaksa menikahkannya. Padahal kedewasaan sangat diperlukan
agar pasangan yang bersangkutan dapat membangun rumah tangga bahagia
dan sejahtera,

Perkawinan pada usia muda ibarat menanam bibit yang belum
memenuhi persyaratan, sehingga hasilnya mengecewakan dan sulit atau tidak
dapat dipertanggungjawabkan. Karena perkawinan bukan hanya bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, akan tetapi mempunyai tujuan
mulia yang berkaitan dengan sosial ekonomi, kesehatan etik, dan bahkan juga

ibadah.

" M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), Cet. Ke-1
hlm. 27
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Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari beberapa tokoh
masyarakat, bahwa terjadinya pernikahan dibawah umur tersebut disebebkan
karena bebasnya pergaulan muda-mudi yang mengakibatkan terjadinya
perzinaan dan sghubungan intim lainnya, bahkan terjadi kehamilan diluar
nikah, dari kasus inilah penulis ingin membuktikan dengan cara meneliti lebih
lanjut lagi tentang kebenaran masalah ini, dan selanjutnya akan penulis
jadikan sebagai sebuah proposal penelitian dengan judul : PERNIKAHAN
DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN KURANJI DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO. 1/1974 TENTANG PERKAWINAN DAN

KOMPILASI HUKUM ISLAM.

. Perumusan Masalah
Agar penelitian ini mencapai sasaran yang di maksud, maka
permasalahan pokok yang terkandung dalam penelitian ini dapat dirinci
menjadi beberapa masalah sebagai berikut :
1. Apakah penyebab terjadinya nikah di bawah umur?
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan pernikahan di bawah umur di
Kecamatan Kuranji?

3. Bagaimanakah akibat hokum dari perkawinan dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang akan dilakukan harus mempunyai tyjuan dan
kegunaan. Maka dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan tujuan dan
kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya

pernikahan dibawah umur, ditinjau dari UU No. 1/1974 dan KHI



2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perkawinan dibawah umur
3. Untuk mengetahui bagaimanakap roses pelaksanaan pernikahan dj

bawah umur dj Kecamatan Kuranji

D. Manfaat Penelitian
Dalam melaksanakan penelitian ini ada beberapa manfaat yang dapat
diperoleh yaity:
1. Manfaat teoritis
a. Untuk menambah wawasan penulis terhadap fenomenz yang terjadi
ditengah-tengah nasyarakat tentang nikah dibawah umur.
b. Untuk melatih kemampuan melakukan melakukan penelitian secara
ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentyk

tulisan.

dibawah umur.,
d. Dapat mempertajam analisis hykum berdasarkan ketentvan peraturap
yang ada dengan kenyataan pelaksanaan dilapangan.
2. Manfaat Praktis

8. Memberikan kontribusj kepada pihak terkait mengenai nikah dibawah

b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenaj pengaturan
dari peraturan perundang-undangan tentang nikah dibawap umur dan

Cara pencegahan dari nikah dibawah umur,



E. Metode Penelitian

pelaksanaan penelitian, yaity -
1. Metode Pendekatan
Pendekatan masalah yang penulis gutakan dalam penulisan inj
adalah yuridis sosiologis, (siciology legal research) dimana dalam
Penelitian ini penylig akan langsung tumy ke lapangan yaitu ke
Kecamatan Kuranji dimana tempat terjadinya perkawinan di bawah umur
dan berusaha menggambarkan bagaimana Penerapan suatu peratyran

perundang-undangan mengenai pelaksanaan perkawinan di bawah umur

perkawinan di bawah umur, dimana dajam pelaksanaan penelitiag ini
diperlukan literatur-literatyr yang dijadikan sebagai acuan.
2. Jenis dan Sumber data
Data yang dignnakag dalam penelitian in; diperoleh melaly;
a. Data primer, adalah data intj yang diperoleh dj lapangan, dimang
penulis langsung kelapangan dan akan mendapat keterangan darj pihak
terkait yaitu Kantor Urusan Agama dan Mempelai yang melaksanakan

perkawinan dibawah umur



b. Data sekunder, yaitu data tambahan yang diperoleh dari studj
kepustakaan yang terdiri darj -

1. bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan
mengikat bagi setiap individu atay masyarakat yang berupa
peraturan perlmdang-undangan, seperti :

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor I tahun 1974
Tentang perkawinan;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan;

3) Kompilasi Hukum Islam Indonesia

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya
dengan bahan hukum primer yang dapat membanty menéanalisa,
memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain
hasil-hasil penelitian, karya ilmiah, karya tulis ahl; hukum dan
pendapat para sarjana.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan
informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder, antara lain:

a. Kamus Hukum

b. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia

c. Data Interpet



3. Metode pengumpulan data

Metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah :

a. Studi dokumen, yaitu dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan
dokumen-dokumen yang ada yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara/interview, yang ditujukan pada pihak Kantor Urusan
Agama dan mempelai yang melaksanakan perkawinan di bawah umur
dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan
objek penelitian.

4. Alat pengumpulan data
Dalam penelitian ini, benda atau alat-alat yang digunakan dalam
pengumpulan data, antara lain buku tulis, alat tulis dan lain-lain
sebagainya.
5. Pengolahan dan analisis data
Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan data
yaitu dengan cara :

a. Editing, yaitu data-data yang telah diperoleh akan diperiksa untuk
mendapatkan  jaminan apakah data tersebut sesuai dengan
permasalahan yang diteliti.

b. Coding, yaitu semua data yang telah diperiksa tersebut akan
dikategorikan dengan cara pemberian tanda atan kode tertentu
sehingga jelas data awal dan data yang telah diberi tanda.

Setelah dilakukan pengolahan data, maka selanjutnya penulis akan

melakukan penganalisaan data secara kualitatif , dimana uraian-vraian dan



pembahasan dari data yang telah ada di analisa berdasarkan kualitasnya

tanpa menggunakan angka-angka.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam pembahasan in, maka penulisan
disusun secara sistematis yang tertuang dalam beberapa bab.
BABI :PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah,
Penjelasan Judul, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode dan Sistematika
Penulisan. |
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DIBAWAH
UMUR, RUKUN DAN SYARAT NIKAH, TUJUAN PERNIKAHAN
DAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
Dalam bab ini penulis ‘akan memaparkan pengertian nikah, rukun dan Syarat
nikah, tujuan peﬂahm serta tinjavan umum tentang apa yang dimaksud
nikah dibawah umur. Penentuan defenisi ini menjadi sangat pentinguntuk
melihat secara garis besar dalam pelaksanaan nikah dibawah umur di Indnesia.
BAB III PANDANGAN UU No.1/1974 DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI
KECAMATAN KURANJI
Pada bab ini akan diuraikan tentang :
A. Penyebab Terjadinya Nikah dj Bawah Umnur
B. Akibat Nikah di Bawah umur

C. Proses pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kuranji
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BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini berisitentang kesimpulan yang didapat dari uraian bab-bab
sebelumnya. Saran-saran yang akan diberikan juga akan disimpulkan sesuaj

dengan uraian bab-bab sebelumnya.
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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang pernikahan Menurut Undang-undang No.l
tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
Di dalam Undang-undang No.l Tahun 1974, mengenai batas umur

untuk melaksanakan perkawinan ditentukan dengan tegas yakni yang belum
mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 7
ayat (:"z) UU No.1 Tahun 1974). Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai
umur tahun tidak 'Iperlu ada izin dari orang tua untuk melangsungkan
perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan
ialah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah
mencapai umur 16 tahun (pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974).

Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan
dibawah umur 19 tahun bagj laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Dibawah
umur tersebut belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang
tua, kecuali mereka melangsungkan perkawinan tersebut mendapatkan
dispensasi dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak
agar para pemuda-pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah
masnk jiwa raganya dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
Begitu pula dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perceraian muda agar

dapat melahirkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju

kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.
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Pélaksanaan perkawinan sangat bertalian dengan agama yang dianut,
khususnya bagi yang beragama Islam. Menurut hukum Islam (figih) batas
umur untuk untuk melakukan perkawinan tidak disebut secara pasti dan tidak
ditentukan secara tegas, hanya saja disebut bahwa baik pria maupun wanita
supaya sah melaksanakan akad haruslah haruslah agil baligh, serta dianjurkan
dianjurkan bagi orang yang telah melakukan hubungan suami istri (kawin)
agar melaksanakan pernikahannya. Jadi ringkasnya ketentuan dewasa menurut
hukum islam sama sekali tidak digantungkan kepada umur seseorang tetapi
sangat tergantung kepada keadaan seseorang. Jika perkawinan itu lebih
banyak akan mendatangkan yang tidak bermanfaat, malah akan merugikan,
jangan dilakukan pernikahan dibawah umur.

Pengertian Perkawinan
1.1 Perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974
Dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan tahun 1974 dirumuskan pengertian perkawinan yang
didalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan:
“Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria
dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*®
Dalam keputusan Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan
dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang

laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan mahram.’

8 Et. Al, Loc.Ci.
? Martiman  Projohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, PT Abadi, Jakarta, 2002,

hlm. 8
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Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila
dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka
perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau
kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau
jasmani, tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang
penting.

Dengan demikian di dalam pengertian perkawinan itu jelas terlihat
adanya unsur ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami
istri, hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang No.l1 Tahun 1974 pada
prinsipnya menganut azas monogami. Karena poligami itu hanyalah
dimungkinkan sepanjang hukumn agama yang bersangkutan mengizinkan
dan itupun dibatasi oleh syarat-syarat yang ketat, yaitu dengan izin
pengadilan, izin itu hanya akan diperoleh dalam hal-hal :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kalau kita ambil suatu kesimpulan dari defenisi diatas, maka

didapatilah suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah ikatan yang lahir dari suatu perjanjian.

2. Menghalalkan suatu hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat
dan tabia’at kemanusiaan.

3. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.

4. Untuk memperoleh keturunan yang sah dan diridhoi oleh Allah SWT.
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1.2 Perkawinan menurut Hukum Islam

Menurut pasal 2 KHI disebutkan bahwa perkawinan menurut
Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau
miitsz;aqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya
adalah ibadah. "’

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi
menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian)
yang menjadikan halal hubungan seksual sebagi suami istri antara seorang
pria dan seorang wanita,

Perkawinan atau pernikahan dalam literature figh dalam bahsa arab
di sebut dengan 2 kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata iniyang terpakai
dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat daim Al-
Qur’an dan hadist nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur’an
dengan arti kawin, seperti yang terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 3.
Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam Al-Qur’an dalam arti
kawin, seperti dalam surat al-Ahzab ayat 37.

Perkawinan dalam Islam disebut “Nikah”. Yang merupakan salah
satu azas hidup yang utama dalam masyarakat yang beradab dan
sempurna, karena menurut Islam bahwa perkawinan bukan saja satu jalan
yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan,
tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu

kaum dengan kaum yang lainnya.

' Abdul Ghani Abdullah, Loc.Cit, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) cet kel him 3
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Pertalian perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya
antara suami, istri dan keturunan serta pertalian yang erat dalam hidup dan
kehidupan manusia. Nikah menurut hukum Islam ialah suatu akad atau

- perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah
pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa
kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

Menurut Idris Ramulyo, nikah berarti ”bergabung”, hubungan
kelamin” dan juga berarti “akad”. Adanya dua kemungkinan arti ini karena
nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti
tersebut,'!

Nikah menurut beberapa orang ahli diantaranya adalah:

1. Prof. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro hamidjojo, SH
dan Asis safioedin, SH, mengemukakan:
Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara‘ seorang pria dan
scorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh
Negara.12

2. ProfR.subekti, SH, mengemukakan:
Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang

perempuan untuk waktu yang lama, '

! Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (suartu Analisis dari Undang-undang
1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, ) Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm 1

2o, Eoh, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 1996, hlm 27
© Ibid, him.28
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Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, SH, mengemukakan:

Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan yang memenuhi Syarat-syarat yang termasuk
dalam peraturan-peraturan tersebut.*

Sajuti Thalib

Mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan
kokoh untuk bersama-sama antara scorang laki-laki dan seorang
perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni,

kasih mengasihi, tentran dan bahagia.'’

. Ibrahim Hosen

Nikah menurut arti asli dapat juga berartj akad dengan menjadi halal
hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Sedangkan menurut arti
lain adalah bersetubuh, jadi menurut Al-Qur’an perkawinan adalah
menciptakan keluarga antara suami dan istri, dan anak-anak dengan
orang tua, agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram
(sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling
menyantuni (rahmah)'®

. Mahmud Yunus

Mengatakan bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami istri

untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’ah."”

lbld him.29
SaJutl Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Press, Jakarta 1982, HIm 47
% Ibrahim Hosen, Figh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk, lhya Ulumuddin,

Jakarta, 1971 him 65

him2

Y Mahmud Yunus, Hukum Perbandingan Dalam Islam, Hindakarya Agung, Jakarta, 1986,
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Dari bermacam-macam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli
mengenai pengertian perkawinan, walaupun terdapat perbedaan tetapi
perbedaan itu sebenarnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang
sungguh-sungguh antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu
hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur
yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan perkawinan di satu pihak dan
pembatasan banyaknya unsur didalam perumusan pengertian dipihak lain.

Walaupun ada perbedaan yang dikemukakan di atas ada satu unsur
yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu
merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang wanita.
Perjanjian tersebut bukanlah sembarangan perjanjian seperti sewa
menyewa atau jual beli, tetapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan,

Menurut Hazairin dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional
Indonesia mengatakan bahwa inti dari perkawinan itu adalah hubungan
seksual. Dan beliau juga mengatakan bahwa ti dak ada nikah (perkawinan)
bila tidak ada hubungan seksual.'®

Perkawinan menurut pandangan Islam dapat ditinjau dari tiga segi
aspek yaitu :

1. Dari segi hukum
Perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Alasan untuk mengatakan

perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya :

' Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia, Tintamas, Jakarta, 1961, hlm 61
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a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu
yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu.

b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah
diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan
fasakh, syiqaq dan sebagainya.

Firman Allah SWT dalam surat An Nisa’ ayat 21 mengatakan :

1. A2 Ee

|E.Z_:. f’;"—‘ \:J:L;.fj ey Jj ;,é—_,_,.,._.i” “32:;7 253 S50 (0S5

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian
kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan
mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat.”!®

Perjanjian dalam perkawinan ini mengandung tiga unsur pokok
yaitu :

a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsure sukarela dari kedua
belah pihak.

b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat
persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk
memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah
ada hukumnya.

c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai
hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

2. Dari segi sosial

Perkawinan mempunyai arti penting yaitu

" Departemen Agama, A! Qur’an dan terjemahannya, Lubuk Agung, Bandung, 1989,
him 74
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a. Penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang
berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang
lebih dihargai dari mereka yang belum kawin. Khususnya bagi
kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan
social yang lebih tinggi, karena ia sebagai istri dan wanita
mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan dalam
lapangan mu’amalat, yang tadinya ketika masih gadis tindakan-
tindakannya masih terbatas dan harus dengan persetujuan orang
tua.

b. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dulu biasa
dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut
ajaran Islam mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling
banyak empat orang.

3. Dari segi agama

Dalam agama, perkawinan itu dianggap sebagai satu akad yang suci.

Upacara perkawinan adalah upacara yang suci yang kedua belah pihak

dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling minta menjadi

pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah sebagaimana

diingatkan oleh Firman Allah SWT dalam surat An Nisa’ ayat I

mengatakan :
Ef - £ = -~ f ~ - ]
¢35 ey 0 2 LS (o ATl 1 42515

“Dan bertaqwalah kepada Allah SWT yang dengan namanya kami

saling meminta untuk menjadi pasangan hidup”.
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2. Rukun dan syarat perkawinan
2.1 Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Undang-undang Neo.1 Tahun
1974

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Sebagai perbuatan
hukum ia mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau tidaknya suatu
perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif, Hukum positif di bidang
perkawinan ditentukan oleh ketentuan yang ada dalam Undang-undang
tersebut.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan No.l Tahun 1974
menegaskan bahwa :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itn.”

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa :

“Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itn, sesuai dengan
UUD N RI 1945.”

“Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku
bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak
bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”

Dengan demikian dari perumusan Pasal 2 ayat (1) dan
penjelasannya itu dapat dilihat bahwa Undang-undang No.1 Tahun 1974
ini menegaskan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah semata-

mata ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaannya mereka yang
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hendak melaksanakan perkawinan. Ini berarti bahwa syarat-syarat
perkawinan sebagaimana diatur menurut hukum agama dan kepercayannya
itu.

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No.1
tahun 1974 meliputi syarat-syarat materil maupun syarat formil. Syarat-
syarat materil yaitu syarat-syarat mengenai diri pribadi calon mempelai,
sedangkan syarat-syarat formil menyangkut formalitas-formalitas atau
tatacar yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya
perkawinan, Syarat-syarat materil itu sendiri tidak ada yang berlaku untuk
semua perkawinan (umum) dan yang berlaku hanya untuk perkawinan
tertentu saja.

a. Syarat-syarat materil

Syarat-syarat materil yang berlaku umum adalah :

1. Harus ada persetujuan dari calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).

2. Usia mempelai sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah
mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).

3. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal
yang diizinkan oleh Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 9).

4. Pasal 11 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 39 PP No.9
Tahun 1975 mengenai waktu tunggu bagi seorang wanita yang
putus perkawinannya.

Jika syarat-syarat materil yang berlaku umum ini tidak dapat terpenuhi
akan menimbulkan ketidak wenangan untuk melangsungkan perkawinan dan

berakibat batalnya suatu perkawinan.
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Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-undang No.l Tahun 1974 dinyatakan

tentang syarat-syarat perkawinan yakni :

a.

b.

Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua belah mempelai.
Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai
umur 21 tahun (dva puluh satu tahun) harus mendapat izin dari kedua
orang tuanya.

Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau
dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka
izin yang dimaksud ayat 1 pasal ini diperoleh dari orang tua yang
masih hidup atau orang twa yang masih mampu menyatakan
kehendaknya.

Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh
dari wali, orang yang memlihara, atau keluarga yang mempunyai
hubungan darah dalam garis lurus keatas, selama mereka masih hidup
dan dapat menyatakan kehendaknya.

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang
disebutkan dalam ayat 2,3 dan 4 pasal ini, atan salah seorang atau lebih
diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan
dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan
perkawinan, atas permintaan orang tersebut dapat member izin terlebih

dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2,3 dan 4 pasal ini.
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f. Ketentuan tersecbut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku
sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang
bersangkutan tidak menentukan lain.
b. Syarat-syarat formil
Syarat-syart formil ini dapat dilihat pada PP No. 9 Tahun 1975, yakni :
1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada
pegawai pencatat perkawinan.

2. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.

3. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan
kepercayaannya masing-masing.

4. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

2.2 Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam

Rukun dan syarat menetukan suatu perbuatan hukum, terutama yang
menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.
Sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam dilaksanakan dengan
memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun
dari perkawinan itu adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa
adanya salah satu rukun maka perkawinan itu tidak mungkin dilaksanakan.
Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada
dalam perkawinan, akan tetapi tidak termasuk ke dalam hakekat dan
ketentuan itu sendiri. Kalau salah satu syarat itu tidak terpenuhi maka
perkawinan itu tidak sah.

Selain itu para ulama bersepakat bahwa terjadinya perkawinan itu

secara sempurna setelah dilakukannya ijab dan gabul dari suami istri dan
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tidak sah akad nikah itu dilakukan apabila hanya terjadi karena saling suka

sama suka saja antara mercka berdua tanpa akad nikah.

Lafaz ljab : Artinya penawaran yang sah dari pihak wali perempuan

atau wakilnya.

Lafaz Qabul : Artinya penerimaan yang dari pihak calen penganten laki-

laki atan wakilnya

Adapun rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam hukum Islam adalah :

a. Adanya calon penganten

Adanya calon penganten laki-laki dan calon penganten perempuan ini

adalah merupakan syarat mutlak yang tidak dapat dipungkiri, karena tanpa

calon penganten laki-laki dan calon penganten perempuan tidak aka nada

perkawinan. Terutama calon penganten laki-laki yang harus hadir dalam

melaksanakan akad nikah. Karena dialah yang akan sangat bertanggung

jawab dalam pelaksanaan perkawinan itu.

Syarat-syarat calon penganten laki-laki adalah :

1.

2.

Beragama Islam.

Terang laki-lakinya (bukan banci).

Tidak dipaksa.

Tidak punya halangan nikah atau kawin.

Tidak beristri lebih dari empat.

Mengetahui bakal istrinya tidak haram dinikahinya.

Tidak sedang Ihram haji atau umrah.
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Sedangkan syarat-syarat bagi calon penganten perempuan adalah :

1.

2.

3.

4.

5.

Jslam atau agqil baligh.

Terang perempuannya.

Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya
Tidak bersuami dalam masa iddah.

Tidak sedang dalam haji atau umrah.

. Adanya wali nikah

Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon

mempelai wanita yang bertindak menikabkannya. Wali niikah adalah laki-

laki yang menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki.

Perempuan yang kawin tanpa seizing walinya, maka kawinnya tersebut

batal. Hal ini ditegaskan dalam hadist Nabi “barang siapa diantara

perempuan yang nikah dengan tidak dizinkan oleh walinya, maka

perkawinannya batal (hr Imam Ahmad, Al Tarmidzy).”

Syarat-syarat menjadi wali nikah ialah :

1.

Baligh atau mukala adalah orang yang dibebani hukum dan dapat
mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Muslim maksudnya adalah apabila orang yang kawin itu orang muslim,
maka disyaratkan walinya adalah orang muslim.

Berakal sehat.

Laki-laki.

Adil,

Tidak sedang Jhram dan umrah.
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Macam-macam wali :

a)

Wali Nasab

Terdiri dari empat kelompok dari urutan kedudukan, kelompok yang

satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan

kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

1. Kelompok pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas
yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

2. Kelompok kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau
saudara laki-lakinyaseayah dari keturunan laki-laki mereka.

3. Kelompok ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki
kandung ayah dan keturunan laki-laki mereka.,

4. Kelompok keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek

dan keturunan laki-laki mereka.

Wali nasab ini terbagi pula dalam dua bagian, yakni :

1.

b)

Wali mujibir yaitu wali yang berhak memaksakan kehendaknya untuk
mengawinkan calon perempuan tanpa minta izin kepada yang
bersangkutan.
Wali nasab biasa yaitu wali yang tidak mempunyai kekuasaan
memaksa.
Wali Hakim

Wali Hakim adalah wali yang ditunjukdan ditentukan berdasarkan
dengan ketentuan Undang-undang, misalnya seorang presiden member
kuasa kepada pembantunya yaitu Mentri Agama, yang juga telah

memberi kuasa pada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai
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wali hakim. Jadi hakim disini bukan berarti hakim dari pengadilan
meskipun dimungkinkan juga hakim pengadilan (dalam hal pengadilan
agama) dapat bertindak sebagai wali hakim apabila ia mendapat kuasa
dari seorang presiden.
c) Wali Muhakam
Wali yang ditunjuk mempelai perempuan yang dianggap
mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali,
vang tidak ada hubungan saudara dan bukan juga penguasa. Di
Indonesia wali muhakam ini tidak dikenal dan jarang dipakai.
c. Saksi |
Saksi adalah orang yang menyaksikan terjadinya perkawinan atan ijab
kabul. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan diadakan
perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, disamping
adanya wali harus pula adanya saksi. Hal ini adalah penting untuk
kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat,
demikian juga baik suami maupun istri tidak demikian saja secara mudah
dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut, dan
untuk menghindari timbulnya sanggahan dari p[ihak-pihak yang berakad
dibelakang hari.

Firman Allah surat Al Baqarah ayat 282 :
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Artinya “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-

laki, maka (boleh) scorang laki-laki dengan dua orang
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, jika seorang
lupa maka seorang lagi mengingatkannya™,

Adapun syarat-syarat saksi adalah :

a.

f.

g.

Mukhalaf atau Dewasa, karena orang yang sudah dewasalah yang
dapat ~mempertanggung jawabkan = perbuatannya dalam hal
kesaksiannya.

Muslim, orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi saksi.

Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang
diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan.

Adil, yaitu orang yang taat beragama dan menjalankan perintah-Nya
dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama.

Saksi yang hadir minimal dua orang. Saksi itu harus laki-laki tetapi
apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka boleh dihadirkan satu
orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan sebagaiman
tertuang dalam firman firman Allah SWT dalam surat Al Bagarah ayat
282 diatas.

Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.

Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.

UU perkawinan tidak menempatkan kehadiran saksi dalam syarat-syarat

perkawinan, namun UU perkawinan men;ingglmg kehadiran saksi itu dalam

pembatalan perkawinan dan dijadikan sebagai salah satu hal yang membolehkan

pembatalan perkawinan.
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KHI mengatur saksi dalam perkawinan yang materi keseluruhannya
terambil dalam kitab figh menurut jumhur ulama terutama figh syafi’iyah.
Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur KHI terdapat dalam pasal-pasal 24, 25,
dan 26 dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah,

(2)Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki

muislim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta

menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.
d. Membayar Mahar (Mas Kawin)

Kata “Mahar” berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia

terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar ity dengan

“Pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada

mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”. Defenisi ini

kelihatannya sesuai dengan terdisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar
itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

Mahar itu dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama yaitu: mahar,

shadagq, nihlah, faridhah, hiba’, ujr, ‘ugar, dan alaiq.

Kewajiban membayar mahar (mas kawin) dari pihak penganten laki-laki

kepada penganten perempuan, mengenai Jjumlahnya tidak merupakan
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masalah, sedikit atau banyaknya tergantung kepada kemampuan calon
penganten laki-laki yang bersangkutan dan persetujuan dari calon

penganten perempuan.

. Akad Nikah

Akad Nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan
calon istri untuk mengukatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan
menggunakan kata-kata ijab qabul adalah yang diucapkan oleh pihak
mempelai perempuan sementara gabul adalah yang dicapkan oleh
mempelai laki-laki sebagai penerima.

Dalam teknis hukum perkawian ijab artinya penegasan kehendak
mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak
perempuan ditujukan kepada laki-laki atau calon suami. Sedangkan qabul
berarti penerimaan mengikatkan diri sebagai snami istri yang dilakukan
pihak laki-laki. Pelaksanaan qabul ini harus diucapkan oleh pihak laki-laki
langsung sesudah ijab wali pihak perempuan, tidak boleh mempunyai batas
waktu yang lama.

Syarat ijab dan qabul adalah :

a. [jab qabul diucapkan secara lisan kecuali bagi yang tidak dapat
mengucapkan secara lisan, boleh dengan tulisan atau juga
menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu.

b. Antara ijab dan qabul tidak boleh diiselingi kata-kata lain atau
perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud

mengalihkan aqad yang sedang dilangsungkan.
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c. Ijab qabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat, disandarkan
pada waktu yang akan datang atau dibatasi dengan jangka waktu
tertentu.

d. Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau
isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing
pihak di waktu akad nikah.

Dengan melaksanakan ijab qabul ini berarti kedua belah pihak
telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia
mengikuti ketentuan agama yang berhubungan dengan perkawinan.

Rukun dan syarat menentukan snatu perbuatan hukum, terutama
yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan itu dari segi hukum.
Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa
keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suvatu acara
perkawinan umpamanya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti
perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.
Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah
sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur
yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang ada
diluvamya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan
dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang
menjadi rukun. Ada pula syarat itu yang berdir sendiri dalam arti tidak
merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang

rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang
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perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat
tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat focus perkawinan
itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus
ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan
kawin, ﬁerempuan yang akan kawin, wali dari mempelsi perempuan, saksi
yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang
berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh
karena, yang menjadi rukun perkawinan oleh golonan ini hanyalah akad
nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan,
sedangkan yang lain seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan
kepada syarat perkawinan. Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada:

1. Syurut al-in’iqad, yaitn syarat yang menentukan terlaksananya suatn
akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada
akad, maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia
berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal,
maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpanya pihak-pihak
yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk
bertindak hukum.

2. Syurut al-sihhah, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam
perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan
akibat hukum, dalam arti bila syarat itu tidak dipenuhi, maka
perkawinan itu tidak sah: seperti adanya mahar dalam setiap

perkawinan,
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3. Syuruth al-nufiz, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu
perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan
tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi
menyebabkan fasad-nya suatu perkawinan, seperti wali yang
melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang
untuk itu,

4. Syuwruth al- luzum, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu
perkawinan  dalam arti  tergantung kepadanya kelanjutan
berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya
syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu
dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi
perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami sekufu dengan istrinya.
(lihat Wahbah al-zuhaili VII, 6533)

Menurut Syafiah yang dimaksud perkawinan disini adalah keseluruhan
yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala
unsurnya, bukan hanya akad terwujud dalam suatu perkawinan.

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan
bahkan tidak membicarakan sama sekali. Mungkin UU perkawinan
menempatkan akad perkawinan itu sebagaimana perjanjian atau
kontrak biasa dalam tindakan perdata. Penempatan seperti ini sejalan
dengan pandangan ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu
sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan wali selama

yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat.
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Namun KHI secara jelas mengatur akad perkawinan dalam pasal 27,
28, dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam
figh dengan rumusan yang sebagai berikut:
Pasal 27

fjab dan Qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas
beruntun dan tidak berselang waktu.
Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribacﬁ oleh wali nikah
yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.
Pasal 29
(1)Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon memepelai pria
secara pribadi.
(2)Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria
lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas
secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah
mempelai pria.
(3)Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon

mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

3. Tujuan Perkawinan
3.1 Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974
Tujuan perkawinan menurut Undang-undang No.I Tahun 1974,
masih berpegang ke banyak pada rumusan pasal 1, yaitu pada bagian
kalimat kedua yang berbunyi: “Dengan tyjuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
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Maha Esa.” Rumusan ini mengandung harapan, bahwa dengan
melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik
materil maupun spiritual. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah
kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal,
hanya dapat berakhir dengan kematian dari salah satu pasangan tersebut.
Dengan dasar pandangan ini maka pembuat Undang-undang memberikan
pembatasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain kematian.
Agar kebahagiaan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 itu
dapat diwujudkan oleh suami istri maka harus dimulai dari awal mereka
bersatu, sejak mulai berumah tangga, agama sebagai dasar hidup suami
istri amatlah perlu. Karena itu setiap orang Islam, akad nikah menurut

ajaran Islam adalah merupakan keharusan.

Menurut Hukum lslam

Tujuan perkawinan itu adalah untuk memenuhi sunnah rasul,
dimana dalam hadist rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim
dikatakan:
“tetapi aku sembahyang, tidur, puasa berbuka dan kawin ; barang siapa
tidak mengikuti sunnah Ku dia bukan umat Ku”. Dari hadist ini dapat
disimpulkan bahwa barang siapa yang melakukan perkawinan berarti ia
telah melaksanakan salah satu dari sekian banyak kewajiban umat Islam.
Sedangkan menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk
mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan

rumah tangga yang damai dan teratur.
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Ny soemiyati di dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam dan
Undang-undang perkawinan mengatakan bahwa tujuan perkawinan
adalah:

“Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara

laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang

bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh

keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-

ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah”.

Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat dirinci sebagai berikut :

a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat
tabiat manusia.

b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.

¢. Memperoleh keturunan yang sah

Firman Allah SWT dalam ayat 1 surat An-Nisa’

“wahai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhan-mu yang
menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak
keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan®.

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau
garizah umat manusia bahkan juga garizah makhluk hidup yang
diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia
nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan
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hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut adalah melalui
lembaga perkawinan.

Untuk mendapatkan kelnarga yang bahagia yang penuh
ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dalam firman
Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:
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“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari rasa cinta dan kasih saying. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar manjadi tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”.

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup
umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan; namun
dalam mendapatkan ketenagna dalam hidup bersama suami istri itu tidak
mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan

itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak
diizinkan syara’ dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh kepada
kerusakan seksual. Hal ini adalah sebagaimana dinyatakan sendiri oleh
Nabi dalam hadistnya yang muttafaq alaih yang berasal dari Abdullah Ibnu
Mas’ud, ucapan Nabi yang artinya:
“Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai
kemampuan untuk kawin, maka kawinlah: karena perkawinan itu
lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga
kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu
hendaklah berpuasa; karena puasa itu baginya akan mengekang
syahwat”
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B. PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
1.1 pernikahan Di bawah Umur menurut UU No.1 Tahun 1974

Nikah di bawah umur secara defenitif tidak diatur dalam ketentuan undang
undang manapun melainkan merupakan suatu kondisi dimana terjadi
perkawinan dimana masing masing calon mempelai baik pria maupun wanita
belum cukup umur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU Ne.] tahun
1974 tentang Perkawinan. Nikah dibawah umur sering dianalogikan sebagai
pernikahan yang dilakukan di lvar ketentuan Undang Undang positif Negara.
Untuk itu Nikah dibawah umur merupakan Perlangsungan perkawinan dengan
tidak memenuhi syarat usia dalam ketentuan Undang Undang Perkawinan akan
tetapi pernikahan tersebut tetap berlangsung dengan merujuk pada ketentuan
yang lebih luas.

Pada dasamya nikah di bawah umur lebih kepada kondisi usia yang belum
mencukupi namun tetap melaksanakan pernikahan, namun jika kita merujuk
kepada kesiapan dari segi jasmani dan rohaniah, usia bukanlah alasan untuk
menghambat seorang calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan.

Menurut Undang-undang No.l tahun 1974, menyatakan bahwa
perkawinan adalah : “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.Dalam
pasal 7 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan
(1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19

tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun...

(2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta

dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua
orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
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Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.”Dalam pasal 7 ayat 2
UU perkawinan tersebut ditegaskan pula peluang hukum calon mempelai yang
belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan dengan mengikuti syarat
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tersebut berupa dispensasi yang
dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Dispensasi yang menjadi peluang hukum
tersebut dalam penelitian penulis terdapat mekanisme proses pelaksanaan hal
tersebut dimana dalam penelitian berdasarkan data masukan di lapangan
ditemukan materi yang merupakan unsur dari dispensasi yang dimaksud dalam
ayat 2 tersebut yakni sebagai berikut :

1. Pengantar dari PA,
2. Izin orang tua
3. Rekomendasi dari aparat KUA

Beberapa dispensai diatas menunjukkan adanya pelunakan yang diberikan
oleh UU perkawinan terhadap calon mempelai yang akan melaksanakan
perkawinan meskipun belum cukup umur.

1.2 Pernikahan Dibawah Umur menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut hukum Islam (figh) batas umur untuk melaksanakan perkawinan
tidak disebut secara pasti dan tidak ditentukan secara tegas, hanya saja disebut
bahwa pria maupun wanita secara sah melaksanakan aqad nikah haruslah aqil
baligh, serta dianjurkan bagi orang yang sudah melaksanakan hubungan suami
istri (kawin) agar dapat melaksanakan pernikahannnya. Jadi ringkasnya
ketentuan dewasa menurut hukum Islam sama sekali tidak digantungkan

kepada umur seseorang tapi bergantung kepada keadaan seseorang. Jika
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perkawinan itu lebih banyak akan mendatangkan yang tidak bermanfaat, malah
akan merugikan, jangan dilakukan perkawinan di bawah umur, namun
sebaliknya jika seseorang calon mempelai sudah siap secara jasmani dan rohani
untuk melaksanakan perkawinan, meskipun usianya belum cukup menurut
ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan maka laksanakanlah

perkawinan, agar tidak terjadi maksiat bagi calon mempelai tersebut.
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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Di bawah Umur di
Kecamatan Kuranji

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dilapangan diperoleh data
bahwa jumlah perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kuranji adalah :

Tabel 1
Jumlah Laki-Laki yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur
Yang Dilaksanakan Pada Kantor Urusan Agama
Di Keeamatan Kuranji
Tahun 2006-2009

No Tahun Umaur Jumlah
1 2006 14-19 2
2 2007 14-19 1
3 - 2008 14-19 ]
4 2009 14-19 1
Jumlah S orang

Sumber : Kantor Urusan Agama Kec. Kuranji 2009

Tabel 2
Jumlah Perempuan yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur
Yang Dilaksanakan Pada Kantor Urusan Agama

Di Kecamatan Kuranji

Tahun 2006-2009
No Tahun Umur Jumlah
1 2006 14-15 3
2 2007 14-15 2
3 2008 14-15 1
4 2009 14-15 1
Jumiah 7 orang

Sumber : Kantor Urusan Agama Kec. Kuranji 2009
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Dari kedua tabel diatas terlihat bahwa ada 7 orang perempuan yang
melakukan perkawinan di bawah umur. Sehingga kalau dilihat jumlah perempuan
yang kawin di bawah umur lebih banyak dibandingkan laki-laki. Dan dari tabel
tersebut dapat pula diketahui bahwa jumlah orang yang melakukan perkawinan di
bawah umur dari tahun ke tahun jumlahnya semakin berkurang. Hal ini terbukti
pada tahun 2006-2007 masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur,
sedangkan pada tahun 2008-2009 tidak beberapa orang yang melakukan
pernikahan di bawah umur.

Para calon mempelai yang melakukan perkawinan dibawah umur diatas
pada umumnya mengakui secara lahir dan bathin telah siap untuk melakukan
perkawinan meskipun mereka belum cukup umur untuk melakukan perkawinan,
dan tanpa ada paksaan dari kedua orang tua mereka, karena perkawinan dilakukan
atas kemauan bersama dan tanpa paksaan.

Calon mempelai yang melaksanakan perkawinan dibawah umur pun pada
umumnya menyadari bahwa perkawinan yang mereka lakukan tersebut
bertentangan secara peraturan perundang-undangan karena umur mereka masih
berkisar di bawah 16 tahun.

Pada dasarnya secara yuridis pengaturan perkawinan yang diatur dalam
ketentuan Undang Undang No.l Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan
klasifikasi hukum perihal ukuran umur yang dapat dikategorikan mampu secara
hukum untuk melakukan perkawinan (dewasa) sebagaimana diatur dalam pasal 7
UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mengenai perkawinan di bawah umur

ini tidak ada ketentuannya dalam Undang-undang No.l Tahun 1974, namun
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dalam pasal 7 dikatakan bahwa batas umur untuk melangsungkan suatu
perkawinan itu adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.
Dari perumusan diatas diambil suvatu kesimpulan bahwa bagi yang
melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun
bagi perempuan maka perkawinan itu dikatakan perkawinan di bawah umur.
Seperti yang pernah diketahui bahwa praktek perkawinan yang dilakukan
di bawah umur sebagian masih ada yang terjadi pada masyarakat yang berada di
Kecamatan kuranji. Meskipun peraturan mengenai perkawinan telah ditetapkan.
Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kuranji ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka melakukan

pernikahan di bawah umur, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Faktor-Faktor Penyebab Ter;?lli):;i Perkawinan Di Bawah Umur
No Faktor Penycbab Jumlah
1. | Karena faktor ekonomi 4
2. | Karena pengaruh lingkungan 6
Merasa tenang dan tentram apabila anak telah kawin g
Jumlah 23 orang

Sumber : Kantor Urusan Agama Kec. Kuranji 2009

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab
perkawinan di bawsh umur adalah faktor ekonomi dan faktor pengaruh
lingkungan, faktor ekonomi apabila si anak telah melakukan perkav;rinan maka
dapat mengurangi kewajiban orang tuanya yang kurang mampu.

Sedangkan dari faktor pengaruh lingkungan, dimana lingkungan tempat
tinggal mereka masih ada yang melakukan pernikahn di bawah umur serta salah
pergaulan yang kurang memegang nilai-nilai dan aturan-aturan yang harus

dipatuhi dalam hidup bermasyarakat, seperti pergaulan bebas yang dapat
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terjadinya hamil sebelum pernikahan, pengaruh beredarnya VCD porno dan
narkoba yang dapat merusak moral, mental serta jiwa seseorang. Kedua faktor
diatas adalah penyebab banyaknya terjadinya pernikahan di bawah umur jika
dibandingkan dengan faktor yang lainnya.

Di samping faktor tersebut di atas, juga dikenal istilah tatangkok
(tertangkap) yang mengandung arti :

1. Apabila terkurung dalam lingkungan yang sempit (kamar)

2. Bertemu berdua ditempat yang sepia tan ditempat yang kosong

3. Bertemu didalam hutan berdua

Maksudnya adalah jika seseorang melanggar ketentuan itu akan segera
dikawinkan, tidak peduli apakah mereka sudah cukup umur atau belum untuk
melakukan pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat
setempat, pada saat sekarang ini sesvai dengan kemajuan zaman maka pepatah
adat itu disesuaikan pula dengan Undang-undang yang berlaku terutama setelah
adanya Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Apabila ada yang melanggar ketentuan adat tersebut maka tidak langsung
dikawinkan akan tetapi dilihat dulu apakah umurnya sudah mencukupi atau ada
hal-hal lain yang membuat malu keluarga seperti hamil di luar nikah, barulah
perkawinan dilaksanakan tanpa memandang usia, hal ini dilakukan untuk
menyelamatkan nama baik keluarga dari sianak yang hamil di luar nikah tersebut.
Tentu dengan mengindahkan Undang-undang perkawinan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Kuranji,

dengan cara mewawancarai pasangan yang melaksanakan pernikahan di bawah
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umur, faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur di kecamatan
Kuranji adalah :
a. Untuk menjaga nama baik keluarga

Sebagaimana diketahui bahwa suatu masyarakat sangat sulit
untuk melapaskan kebiasaan yang telah terjadi di suatu daerah, Dengan
dilandaskan pada kebiasaan daerah, seorang anak yang telah dewasa
terutama bagi wanita yang telah mengalami haid dipandang patut
untuk melaksanakan perkawinan, apabila tidak dikawinkan maka akan
menjadi pembicaraan masyarakat setempat sebagai perempuan yang
tidak laku. Berdasarkan hal itulah yang mendorong terjadinya
perkawinan di bawah nmur.

Hamil diluar pernikahan adalah svatu hal dasar yang menjadi
alasan bagi KUA untuk menikahkan kedua calon mempelai meskipun
salah satu dari calon mempelai tidak cukup umur yntuk melakukan
pernikahan.

Namun pada saat sekarang ini sesuai dengan perkembangan
zaman dan kemajuan pola pikir masyarakat maka prinsip ini sudah
mulai ditinggalkan.,

b. Untuk mengurangi tanggung jawab orang tua

Karena keadaan orang tua yang kurang mampu dan untuk
mengurangi beban orang tua maka dengan dilaksanakannya
perkawinan merupakan salah satu jalan untuk mengatasi konflik
ekonomi keluarga atau rumah tangga. Dengan dilaksanakannya
perkawinan maka tfanggung jawab orang tua menjadi berkﬁrang,

karena seorang anak yang telah menikah atau bersuami tidak lagi
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menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, akan tetapi tanggung
jawab secara tidak langsung akan berpindah kepada suaminya. Begitu
sebaliknya dari pihak laki-laki yang melakukan perkawinan dibawah
umur. Jika seorang laki-laki sudah menikah maka ia harus bertanggung
jawab dan mempunyai kewajiban terhadap istri dengan memberi
nafkah baik secara lahir maupun bathin.

c. Karena faktor pendidikan

Pendidikan yang masih rendah karena kurangnya perhatian dari
orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya menyebabkan anak-
anaknya tidak mengerti tentang akibat dari pernikahan di bawah umur.

d. Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anak-anaknya

Kesibukan sehari-hari untuk menafkahi keluarganya sehingga
menuntut para orang tua sering mengabaikan anak-anaknya sendiri,
sehingga anak-anaknya terlibat pergaulan yang tidak baik schingga
melakukan perbuatan atau tindakan yang sepatutnya tidak dilakukan
oleh pasangan yang belum melakukan pernikahan

e. Calon mempelai merasa sudah layak untuk menikah meskipun belum
cukup umur.

Secara bathin calon mempelai sudah siap untuk melakukan
perkawinan dibawah umur karena gejolak jiwa muda mereka dan
kurangnya pendidikan tentang seks yang menyebabkan perbuatan
mereka sering menyimpang dan seringkali menimbulkan hal yang

negatif seperti hamil diluar nikah.,
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Apabila telah terjadi kehamilan dilvar nikah seperti hal yang
diatas maka akan langsung dikawinkan meskipun terkadang para calon
mempelai tersebut belum cukup umur untuk melakukan perkawinan
demi menyelamatkan nama baik keluarga dan memperoleh status
orang tua dari cabang bayi yang akan lahir.

B. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan
Kuranji
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di
Kecamatan Kuranji diketahui bahwa prosedur pelaksanaan perkawinan di
bawah umur adalah melalui :
1. Perkawinan dilaksanakan melalui prosedur formal
a. melalui dispensasi kawin yang diatur oleh Undang-undang
Pencatatan perkawinan dilakukan oleh KUA. Dimana pihak yang
akan melangsungkan perkawinan itu pergi ke Kantor Lurah atau desa
setempat untuk mendapatkan surat-surat yang dibutuhkan. Karena salah
satu pihak masih berusia dibawah umur maka terlebih dahulu meminta
dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua
orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan. Setelah itu kedua
pasangan itu juga bisa mewakili pergi ke Kantor Urusan Agama setempat
untuk mewakili pendaftaran mereka.
Kemudian pihak Kantor Urusan Agama menerima pendaftaran
mereka, dan melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat maupun
kelengkapan administrasi terhadap kedua mempelai. Kalau ada

persyaratan yang belum dipenuhi maka pihak yang akan menikahkan
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mereka itu harus memenuhi dulu persyaratan-persyaratan yang telah
ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden di
lapangan diketahui bahwa perkawinan di bawah umur selain melalui
dispensasi ada yang kawin dengan pemalsuan umur serta kawin di bawah
tangan. Hal ini secara tidak langsung terdapat adanya penyimpangan-
penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perkawinan yang dilakukan
oleh sebahagian masyarakat. Dimana pemalsuan umur itu, para pihak yang
berwenang dalam hal ini terutama Kantor Urusan Agama (KUA) dan
Camat tidak mengetahui adanya pemalsuan umur tersebut.

. Dengan melakukan pemalsuan umur

Mengenai pemalsuan umur ini hasil wawancara penulis dengan
Kepala Kantor Urusan Agama Kuranji, bisa disimpulkan bahwa
pemalsuan umur baru dapat diketahui pada waktu adanya gugatan
perceraian ke Pengadilan. Dan pemalsuan umur ini sudah terjadi semenjak
awal, dimana sewaktu mercka mengurus surat-surat dan data diri pada
kantor kelurahan/desa, mereka menambahkan usia mereka lebih besar dari
usia mereka yang sebenarnya.

Pihak Kantor Urusan Agama hanya percaya saja dengan apa yang
tertulis dalam surat keterangan tentang umur yang dibuat di Kantor
Kelurahan/desa, padahal umur yang sebenamya tidak demikian,
Berdasarkan hal tersebut maka terjadilah perkawinan di bawah umur, yang

disebabkan ketidakjujuran masyarakat itu sendiri.
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¢. Tanpa akte kelahiran

Terjadinya perkawinan di bawah umur ini juga dikarenakan
pasangan yang akan kawin itu tidak mempunyai akte kelahiran.
Seharusnya dengan adanya akte kelahiran dapat diketahui berapa umur
seseorang itu sebenarnya, apakah sudah sepantasnya atau belum untuk
melangsungkan perkawinan dan apakah sudah dapat melakukan perbuatan
hukum atau belum.

Dari hasil wawancara penulis dengan staff Kantor Camat Kuranji
diketahui bahwa masih banyak penduduk Kecamatan Kuranji yang tidak
mempunyai akte kelahiran. Mereka baru akan mengurus atau membuat
akte kelahiran apabila diperlukan. Hal inilah yang menimbulkan
hambatan, karena sulit mengetahui berapa umur mereka yang sebenarnya.

C. Akibat Pernikahan Di bawah Umur di Kecamatan Kuranji
Akibat yang timbul dikemudian hari yang tidak hanya menimbulkan

masalah atau problem bagi pihak yang bersangkutan akan tetapi juga dapat

menimbulkan masalah di dalam suatu Negara, akibat perkawinan di bawah
umur ini adalah :

a. Banyaknya terjadi perceraian

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh bahwa

krisis rumah tangga yang dialami pasangan di bawah umur dapat

disadari oleh kondisi ekonomi, kematangan mental untuk

menghadapi tantangan hidup berumah tangga, belum adanya

kesadaran mereka memahami arti berumah tangga yang baik dan

sejahtera dan juga disebabkan karena si istri tidak melaksanakan

kewajiban dengan baik termasuk didalam mengurusi rumah tangga.
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Sehungga perkawinan itu tidak bertahan dengan lama karena sulit
untuk menciptakan kebahagiaan dalam berumah tangga dan pada
akhirnya timbullah perceraian.

. Tingginya angka kelahiran

Masalah yang menjadi perhatian pemerintah dalam hal
perkawinan yaitu tingginya angka kelahiran yang menyangkut
masalah kependudukan. Hal ini disebabkan oleh adanya
perkawinan di bawah umur, karena umur yang masih muda adalah
usia yang produktif untuk melahirkan,

Dengan pertambahan penduduk yang cepat berarti kita
tidak membantu program pemerintah di bidang keluarga
berencana, karena dengan banyaknya anak, secara tidak langsung
anak tersebut perkembangannya tidak dapat diawasi secara
maksimal.

Anak adalah sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita
bangsa dan sumber inspirasi bagi pembangunan nasional, karena
itu perlu ditingkatkan upaya pembinaan dan pengembangan
generasi muda secara terus-menerus dalam kerangka nasional.
Untuk itu diperlukan perhatian orang tua dalam hal perkembangan
dan pendidikan anak-anaknya. Ini akan dapat terlaksana dalam
suatu rumah tangga yang orang tuanya mempunyai mental lebih
matang dan tidak labil. Satu-satunya jalan untuk mengatasi hal ini
adalah dengan cara menunda perkawinan, karena jika usia
seseorang yang melakukan perkawinan telah cukup umur maka

pemikirannya pun akan lebih dewasa.
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Dari hasil penelitian penulis dengan masyarakat di
Kecamatan Kuranji, rata-rata mereka tersebut memiliki anak lebih

dari satu orang anak dalam usia yang muda.

. Kurang terjaminnya pendidikan anak-anak

Di dalam suatu keluarga yang memiliki beberapa orang
anak dalam usia yang relatif masih sangat muda, akan
menimbulkan kesulitan dalam mendidik dan mengawasi
perkembangan anaknya, di samping pola pikir sebagai orang tua
yang belum begitu matang ditambah faktor keadaan jasmaniahnya
yvang sangat subur yang dapat. melahirkan anak dalam jumlah
banyak, oleh karena banyak anak tersebutlah menjadikan para
orang tua tidak terlalu memikirkan pendidikan anak-anaknya di
kemudian hari, hal ini kadang juga disebabkan oleh keadaan
ckonomi yang kurang mencukupi, karena kebanyakan dari para
orang tua tersebut berada di bawah garis kemiskinan dan banyak
dari mereka yang berpendapat untuk makan saja susah apalagi
pendidikan.

. Rumah tangga kurang Harmonis

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan
mempelai yang melaksanakan pernikahan di bawah umur diperoleh
kesimpulan bahwa pemikahan yang dilaksanakan pada usia muda
pada umumnya akan sering menimbulkan pertengkaran dalam
rumah tangga karena sikap yang belum dewasa sering
menimbulkan kecemburuan terhadap pasangan mereka sendiri
serta emosional yang seringkali tidak terkontorol akibat pengaruh

dari jiwa muda mereka sendiri.
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e. Akan dipandang remeh oleh orang lain
Banyaknya masalah yang timbul dalam suatu keluarga akan
menyebabkan keluarga tersebut menjadi tidak harmonis dan ideal,
sehingga orang lain pun akan memandang Kkeluarga tersebut
dengan sebelah mata, serta menjadi bahan gunjingan bagi orang
lain karena orang lain menganggap bahwa keluarga tersebut

keluarga yang gagal dalam membina bahtera rumah tangga mereka.
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BABIV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari permasalahan mengenai pernikahan dibawah umur di Kecamatan

Kuranji ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, penulis

dapat memberikan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah :

1.

Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di kecamatan
Kuranji adalah faktor pengaruh lingkungan, Faktor ekonomi dan faktor
dari orang tua yang merasa tentram dan tenang apabila anak tefafy
dikawinkan. Karena para orang tua beranggapan bhwa apabila anaknya
telah menikah atau bersuami merasa tenang dan sudah lepas dari
kewajiban mereka.
Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kuranji sama
dengan perkawinan pada umumnya, namun terdapat beberapa
perbedaan yaitu dengan adanya dispensasi kawin seperti yang diatur
dalam pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan yakni sebagai Berikut :

a. Pengantar dari Pengadilan Agama

b. Izin orang tua

¢. Rekomendasi dari aparat KUA

Selain tiga dispensasi diatas masih terdapat 2 hal lain untuk
melaksanakan perkawinan di bawah umur di kecamatan Kuranji yaitu

dengan cara pemalsuan umur dan tanpa akte kelahiran,

3. Akibat pernikahan di bawah umur adalah: banyaknya terjadi perceraian,

tingginya angka kelahiran, kurang terjaminnya pendidikan anak-anak,
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rumah tangga kurang Harmonis dan akan dipandang remeh oleh orang

lain

B. Saran

1.

Pihak Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama hendaknya tidak
memberikan rekomendasi dan pengantar kepada pasangan calon mempelai
yang akan melaksanakn pernikahan di bawah umur.

Kepada pasangan yang melaksanakan perkawinan di bawah umur
diharapkan untuk siap sacara mental baik lahir maupun bathi sebelum
melaksanakan perkawinan di bawah umur, rena perkawinan di bawah
umur akan meﬁimbulkan dampak yang negatif terhadap kelangsungan

rumah tangga mereka sendiri,

. Kepada orang tua agar bisa memberikan arahan dan pandangan terhadap

anak-anaknya tentang masalah perkawinan.

Dalam mengatasi supaya tidak terjadi perkawinan di bawah umur
diperlukan adanya penyuluhan hukum dan penerangan agama kepada
masyarakat, yaitu penyuluban tentang isi dan maksud Undang-undang
perkawinan, yang merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan
pengetahuan Undang-undang perkawinan yang telah berlaku. Agar dapat

membina suatu keluarga yang sejahtera, bahagia dan abadi.

- Perlu adanya peningkatan pengawasan yang ketat terhadap perkawinan

yang akan berlangsung oleh pihak yang berwenang agar tidak terjadi

perkawinan di bawah umur terutama manipulasi usia.

- Diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini baik itu KUA dan P3N, agar

membantu masyarakat setempat dengan memberikan pengarahan dan
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penyuluhan tentang hukum perkawinan agar masyarakat lebih mengerti

mengenai masalah perkawinan.
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FREFIDEIN
AEFUGBLIK-INDONESWA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1874
TENTANG
PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
Prasiden Republik Indenesia,
Menimbang :

bahwa seauat dengan falsafah Pancasila serta cite~cita untuk pembinaan hukum nasicnal, perlu
adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang beriaku bagi semua warga negara.

Mangingat :
1. Pasal § ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayal (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1845;

2. Ketatapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomer IVIMPR/1973.

Dengan persatujuan Dewan Parwakilan Rakyat Republik Indonesia,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN,

' BAB |
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan secrang wanita sebagel suami Isterl
dangan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yangy bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Mahassa.

Pasal 2

{1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan manurut hukum masing-masing agarmanya dan
kepercayaannya itu.

(2) Tiap-Uap perkawinan dicatat menurut peraturan perurdang-undangan yang berlaku.
Pasal 3

(1} Pada, azasnya dalam sualu perkewinan secrang pria hanya boleh mempunyal seorang lsteri.

(2) Pengadilan, dapat memberi 1zin kepada seorang suami untuk beristert lebih dari seorang apabila
dikehendaki oleh fihak-fihak yang barsangkutan.

Pasal 4

{1) Dalam hal saorang suami akan beristeri lebth darl seorang, sebagaimsna tersebut dalam Pasal 3
ayat {2) Undang-undang Ini, meka ia wajib mengajukan permchonan kepada Pengadilan di
daerah tampat tinggainya.

{2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal inl hanya memberikan izin kepada seorang suami yang
akan beristeri fabinh dari seorang apabila:

a. lster tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. Isteri mendapal cacat badan atau panyakit yang tidek dapat disembuhkan;
c. ister tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengsjukan permohenan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a, adanya persefujuan dari isterifisteri-ister,
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperiuan-keperluan hidup isteri-isteri dan

anak-anak maraka;
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri den anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal inl tidak diperiukan bagi secrang suami
apabila isterlfisteri-isterinya tidak mungkin dimintal persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak
dalam perjanjian, alau apabi'a tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-Kurangnya 2 (dua)
tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang periu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 8
{1) Parkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempslai.

{2) Untuk melangsungkan perkawinen seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun
harus mendapat izin kedua crang tua.

{3) Dalam hal salah secrang dar kedua orang tua telah meninggal dunie atau dalam keadaan lidak
mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasel ini cukup diperoleh dari
crang tua yang masih hidup atau dari crang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

{4) Datam hal kedua orang tua telah meninggel dunia stau dalam keadaan tidak mampu untuk
menyatakan kehondeknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yanp memelihara atau keluarga
yang mempunyal hubungan darah dalam garis kelurunan lurus keatas selama mereka masih
hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disabut dalam ayat (2), (3) dan (4)
pasal ini, slau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapainya, maka
Panpadilan dalam daerah hukum tempat tingga! orang yang akan melangsungkan perkawinan
atas parmintaan orang tersebut dapat memberikan izin setalah lebih dahulu mendengar orang-
crang tersabut datam ayat (2), {3) dan (4) pasal ini.



{6) Ketenltuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini barlaku sepanjang hukum masing-
maslng agamanya dan kepercayaannya [{u dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

{1) Perkawinan hanya dilzinkan jika pihak pria sudeh mencapai umur 19 {sembilan belas) tahun dan
pihak wanita sudah mancapai umur 18 {enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada
Pengadilan atav Pejabat lain yang ditunjuk cleh kedue orang tua pihak pria maupun pikak wanita,

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salsh seorang atau kecua orang tua tersebut dalam
Pasal 6 ayat (3) dan {4) Undang-undang Inf, beraku Juga dalam hal pemmintaan dispensasi
tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangl yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8).

Pasal 8

Parkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. barhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;

b, barhubungan darah dalam garis Keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara searang
daengan saudara oreng tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/oapak tiri;

d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman
susuan;

. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istari, dalam hal
seorang suami beristeri lebih dari seorang;

f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang beraku, dilarang kawin,
Pasal 8

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain Udak dapat kawin lagi, kecuall dalam
hal yang tersebut pada Pasal 3 ayal (2) dan Pasal 4 Undang-undang Ini.

Pasal 10

Apablla suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercarai lagi untuk
kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungken perkewinan lagi, sepanjang hukum
masing-masing agamanya dan keparcayaannya itu dari yang barsangkutan tidak mensantuken lain,

Pasal 11
(1) Bagi seorang wanlta yang putus perkawinannya barlaku jangka wakiu tunggu,

(2) Tenggang wakiu jangka waktu tungpu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah
lebih lanjut.

Pasal 12

Tala-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendir,

BAg lll
PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal I3

Perkawinan dapat dicegah, apabile ada pihek yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan.

Pasal 14
{1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluerga dalam garis keturunan lurus keatas dan
kebawah, saudara, wall nikah, wall, pengampu dari salah seorang calon mempelal dan pihak-pihak
yang berkepentingan.
(2) Mareka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan
apebila salah seorang dari calon mempelal berada di bawah pengampuan, sehingga dengan
perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelal yang lainnya,
yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.
Pasal 15
Barang siapa karena perkawinan dirfinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan
atas dasar masih adanya perkawinan, dapal mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak
mangurangl ketentuan Pasal 3 ayat {(2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.
Pagal 16
{1) Pefabat yang dilunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya parkawinan apabila ketantuan-
ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini
tidak dipenuhi.

(2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat {1) pasal ini diatur lebib lanjut
daelam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

{1) Pencegahan perkawlnan diajuken kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana parkawinan
akan dilangsungkan dengan memberitahuken juga kepada pegawai pencatal parkawinan.

(2) Kepada calon-calon mampelai diberi tahukan mengenal permohcnan pencegahan perkawinan
dirmaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegewai pencatat parkawinan.

Pasal 18

Pancegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali
permohonan pancegahan pada Pengadilan ofeh yang mencegah.

Pasal 18
Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencagahan belum dicabut.
Pasa) 20

Pegawaei pencalat perkawinan tidak diparbolehian melangsungkan atau membantu melangsungkan

perkawinan bila ia mengetahul sdanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8,
Pasal @ Pacal 10 dan Paenl 17 lindann.undann ini maskinun tidak ada nencanahan parkawinan,



rasdl &1

(1) Jika pegawal pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada
larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan parkawinan.

(2) Didalam hal penclakan, maka permintaan salah gsatu pithek yang ingin melangsungkan
perkawinan. cfeh pegawal pencatat perkawinan akan diberikan sualu keterangan teriulis dari
penolakan tersebut diserai dangan alasan-alasan penclakannya.

{3) Para pihak yang perkawinannya ditolak bedhak mengajukan permchonan kepada pengadilan
didalam wilayah mpna pegawal pencatat perkewlnan yang mengadakan panolakan berkedudukan
untuk memberikan keputusan, dengan maenyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.

(4) Fengadilan akan memeriksa perkaranya dengen acara singkat dan akan membernkan keistapan,
aoakah la akan mengualtkan penolakan tersebut ataukah mernerintahkan, agar supaya
perkawinan dilangsungkan,

{5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, flka rntangan-rintangan yang mengakibatkan penctakan
tersebut hilang den para pihak yang ingin kawin dapat mengulangl pemberitahuan lenlang
maksud mereka.

BAEB IV
BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidek memaenuhi ayarat-syarat untuk malangsungken
perkawinan.

Pasal 23
Yang dapat mengajukan pembatalan parkawinan yaitu

a. Para keluarga dalam garia keturunan |urus keatas darf suami atau istari;

b. Suaml atau Isteri;

¢. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinen belum diputuskan:

d. Pajabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang inl dan setiap ¢rang yang
mampunyai kepentingan hukum sacara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapl hanya setelah
perkawinan ltu putus,

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih teriket dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan
atas dasar masih sdanya perkawinan dapat mengajuken pembatalan perkawinan yang bary, dangan
tidak mengurangi ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permchonan pembatalan perkawinan digjukan kepada Pengadllan dalam daerah hukum dimana
parkewinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isten.

Pasal 28

(1) Parkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat parkswinan yang tidak berwenang,
wali-nikah yang tidak sah atav yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) crang saksi dapat
dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalem garia keturunan lurus keatas dari suarml atau

letar inkan Aon wiami otan ietard

\<) riah UL ThEiibaldikdgll Q1o slallil daldll 19581 LeIUQSRIKEN alasgal Ualam ayat (1) pasal Inl gugur
apabila mereka telah hidup bersama sebagal suami isteri dan dapat memperiihatkan akte
parkawinan yang dibuat pagawai pencaiat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan
harus diperbaharul supaya sah.

Pasal 27

(1) Secrang svemi atsu jsteri dapat mengajukan pemmohonan pembalalan perkawinan apabila
perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum,

(2) Secrang suami atau Jsteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada
waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atay isteri.

(3) Apabila ancaman telah berhenti, alau vang bersalah sangka itu menyaderi keadeannya, dan
dalam jangka waktu & (enam) bulan satslah itu masih telap hidup sebagai suami isteri, dan fidak
mermpargunakan haknya uniuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

(1) Batalnya sustu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum
yang tetap dan barlaku sejak saat berlangsunghya perkawinan.

(2) Keputusan tidak barlaku surut tarhadap :
a, Anak-anak yang dilehirkan dari perkawinan tersebut;

b. Suami atau isteri yang berlindak dengan iktikad baik, kecuall terhadap hara bersama, bila
pembatalan perkawinan didasarkan eias adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

c. Orang-orang ketiga |ginnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperolsh hak-hak
dengan iktikad baik ssbalum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tatap,

BAB V
PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 28
(1') Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihsk atas persetujuan barsama
dapat mengadakan peranjian tertulls yang disahkan oleh Pegawai pencatal parkawinan, setelah
mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut

{2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan
kesusilaan.

(3) Perjanjian tersabut mulai berlaku sejak perkawinan ditangsungkan.

(4) Selama perkawinan berlangsung perfanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua
belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidek merugikan pihak ketiga.

BAB V|
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami Isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi
dasar dari ausunan masyarakal.
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(1) Hak dan kedudukan ister] adalah seimbang dengan hak dan keduduken suami dalam kehidupan
rumah tangga dan pargaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak barhak untuk melakukan parbuatan hukum,
(3) Suami adalah kepala keluarga dan ister] ibu rumah tangga.

Pasal 32
(1) Suami isteri harus mempunyal tampat kediaman yang tetap.

{2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri
baersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai homat-menghormati, setia dan membesi bantuan lahir bathin
yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi istarinya dan memberikan ssgala sesuatu kepariuan hidup barumah
tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2} Isteri wajib mengatur urusan rumah-langge sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri malalaikan kewsjibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan
kepada Pengadilan,

BAB VII
HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

(1) Harta banda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta barsama.

(2) Harla bawaan dari masing-masing suami dan Isteri dan harta benda yang diparoleh masing-
masing sebagai hadlah atau warisan, adaleh dibawah pengusssan masing-masing sepanjang
para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

{1) Mengenal harta barsama, suami atau istari dapat bertindak atas persatujuan kedua balah pihak,

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suaml dan isteri mempunysi hak sepenuhnya untuk
melakukan perbuatan hukum mengenal harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceralan, haria bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38
Perkawinan dapal putus karena :
a. kematian,
b. perceraian dan
c. atas keputusan Pengadilan.
Pasal 39

(1) Percaraian hanya dapal dilakukan didepan Sidang Pengadilan setslah Pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

{2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa anfara suami isteri itu tidek akan
dapat hidup rukun sebagai suami isteri,

(3) Tatacara percaraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.
Pasal 40
(1) Gugatan perceraian disjukan kepada Pengadilan.

{2) Tetacara mengajukan gugatan terssbut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam paraturan
perundangan tersendir,

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena parceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap barkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata
berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada persslisihan mengenal penguasaan anak-anak,
Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua blays pemeliharaan den pendidikan yang diperfukan
anak itu: bilamana bapak datam kenyataan tidak depat memsnuhi kewajiban tersebut, Pengadilan
depat menenlukan bahwa ibu ikuf memikut biaya tersebut,

¢. Pangadilen dapat mewajibkan kepada bekas suami uniuk memberikan biaya penghidupan
dan/alau menentukan sasuatu kewajiban bagi bekas isteri,

BAB IX
KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42
Anek yang sah adalah anak yang dilahirkan dalamn atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
Pasal 43

{1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyal hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya.

{2) Kedudukan anak tersebut ayat (1} diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.



Pasal 44

(1} Secrang suam} dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilemana la dapat
membuktikan bahwa Isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersabut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tantang sah/tidaknya anak atas perminiaan pihak yang
berkepentingan.

‘BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

(1) Kedua orang ta wajib memaelihara dan mendidik anak-anak mereka sabalk-baiknya.

{2) Kewajlban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pase! inl berlaku sampal anak itu kawin ataw
dapat berdiri sendirl, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua
putus,

Pasal 456
(1) Anak wajib mengharmati orang tua dan mentaati kehandek mereka yang baik.

(2) Jika anek telah dewasa, la wajib memelihara manurut kemampuannya, crang tua dan keluarga
dalam garis lurus keatas, bila merska itu memeriukan bantuannya.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mancepai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah malangsungkan
perkawinan ada dibawah kekuasaan orang luanya selama mereka tidak dicabut dad
kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar
Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang
dimiliki anaknya yang belum berumur 18 {delapan betas) tahun atau belum pamah melangsungkan
perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak liu menghendakinya.

Pagal 49

(1) Salah seorang atsu kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap secrang anak atau
labih untuk wakiu yang tertentu aias permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis
lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa alau pejabal yang berwenang, dangan
keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. la sangat melalaikan kewajibannya tarhadap anaknya;
b. !a barkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi
biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

PERWALIAN
Pasal 50

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 {delapan belas) tahun atau balum pernah melangsungkan
perkawinan, yang tidak barada dibawah kekuasaan crang tua, berada dibawah kekuasaan wali,

{2) Parwalian itu menganai pribadi anak yang barsangkutan maupun harta bendanya.
Pasal 51

{1) Wali dapat ditunjuk cleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia
meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak terssbut atau orang lain yang sudah dewasa,
berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

(3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya,
dengan menghomati agama dan kepercayaan anak itu.

{4) Wali wajib membuat deftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada wakfu
memulai jabatannya dan mencatal semua perubahan-perubahan harta benda anak atat anak-
anak itu.

(5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibewah perwaliannya serta
kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya,

Pasal 52
Tarhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.
Pasal 53

{1) Wall dapat dicabut darl kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersabut dalam Pasal 4¢ Undang-
undang ini.

{2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebapaimana dimaksud pada ayal (1) pasal ini, oleh
Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyababkan kerugian kepada haria benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas
tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Kaputusen Pengadilan, yang bersangkutan dapat
diwajibkan untuk menggantl kerugian tersebut.

BAB XIl
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama
Pambukiian asal-usul anak

Pasel 55

(1) Asalusul seprang anak hanya dapat dibuklikan dengan akle kelahiran yang eutentik, yang
dikaluarkan aleh Palshat vana hatwanana. '



(2) Bila akte kelahlran tersebut dalam ayat (1) pasal inl tidak ada, maka Pengadilan dapal
mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak gsetslah diadakan pemeriksaan yang
{aliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(%) Atas dasar ketentran Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran
yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahlran bagi
anak yang barsangkutan,

Bapian Kedua
Perkawinan diluar Indonasia

Pagal 58

(* ) Perkawinan yang dilangsungkan dilvar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesla atau
seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan
menurut hukum yang berlaku di negaras dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi
warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketantuan Undang-undang ini.

(21 Dalam wakiu 1 (satu) tahun setslah suami isterf itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukfi
perkawinan mereka harus didafiarkan di Kantor Pencatatan Perkewinan tempat tinggal mereka.

Baptan Ketiga
Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara
dua orang yang dj Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan
kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan indonesia,

Pasal 58

Begi orang-crang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat
memperolah kewarganegaraan dari suamifisterinya dan dapat pula kshilangan kewarganegaraannya,
menurut cara-cara yang talah ditentukan dalam Undang-undang kewargansgaraan Republik
Indonesia yang berlaku,

Pasal 58

(1} Kewarganegaraan yang diperolsh sebagal akibat perkawinan atau putusnya perkawinan
menentukan hukum yang berlaku, baik mengenal hukum publik maupun mengenal hukum
perdata.

(21 Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia ditakukan menurut Undang-undang
Perkawinan inl,

Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti behwa syarat-syarat
perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang beriaku bagl pihak masing-masing telah dipanuhi.

(21 Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena ity
tidak ada rintangen untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka olsh mereka yang
manurul hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan,
diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat talah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolek untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas
permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara sara
tidak boloh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan
itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan mermutuskan bahwa penclakan tidek besalasan, maka keputusan ity menjadi
penggenti keterangan yang tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan etau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyal kekuatan lagi jika
perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasgal 61

(1) Perkawinen campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang barwenang.

(2} Barang siapa melangsungkan paerkawinan campuran tanpa memparlihatkan lebin dahufu kepada
pegawai pencatat yang berwenang surat ketarangan atau keputusan pengganti keterangan yang
digebut dalam Pasal 80 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-
lamanya 1 (satu) bulan,

(3) Pagawal pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa
keterangan atau keputusan pangganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan
selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan,

Pasal 62

Dalam parkawinan campuran kedugukan anak distur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-
undang ini.

Bagian Keempat
Pengadilan

Pasal 83
(1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah :

a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Istam;
b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

{2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan cish Pengadilan Umum.

BAB Xlil
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang barhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum
Undang-undang ni berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

(1) Dalam hal seorang suami baristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun
berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut;

a. Suami wajib memberi Jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
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sebalum parkawinan dengan lsteri kedua ateu berikutnya itu lerjadi;

¢. Samua isteri mampunyal hak yang sama atas hanta bersama yang terjadi sojak
parkawinannya maaing-masing.

{2) Jixa Pengaditan yang membaeri Izin untuk berister lobih dari secrang menurut Undang-undang ini
tidak raventukan lain, meka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkewvinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas
Undang-ungang ini, maka dengan berakunya Undang-undang [nl ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pardata (Burgerljk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia
Kristen {Huwelijks Ordonantia Christan Indonesiers $.1933 No, T4), Peraturan Perkawinan Campuran
(Regeling op de gemengde Huwalijken S. 1888 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang
mengatur taitang paerkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang inf, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara
efektif labih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2} Hal-hal dalam Undang-undang inl yang memerukan pangaturan paleksanaan, diatur lebin lanjut
dengan Peraturan Pemerintah,

Agar supaye setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
denpgan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonasia.
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FENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

PENJELASAN UMUM:

1. Bagl suatu Negara dan Bangsa separti Indonesia adalah mutiak adanya Undang-undang
Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan Jandasan hukum
perkawinan yang salama ini menjadi pagangan dan telah berlaku bagi berbagal golongan dalam
masyarakat kita.

2, Dawasa inl badaku berbagei hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan
berbagaij daerah seperli berikut : ‘

8. bagl orang-crang Indonesia Asli yang baragama lslam berlaku hukum Agama yang telah
diresiplir dalam Hukum Adat;

b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;

¢. bagl orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie
Christen Indonesia (S, 1833 Nomor 74);

d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonaesia keturunan Cina beriaku ketentuan-
ketantuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;

e. bagl orang-crang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonasia keturunan Timur
Asing lainnya tersabut berlaky hukum Adat mereka;

f. bagl crang-orang Eropa dan Warganegara Indenesia keturunan Eropa dan yang disamakan
dangan mereka barlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3, Sesual dengen landasan falgafsh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-
undang Ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain fihak harus dapat pula menampung segala
kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang undang Perkawinan ini telah
menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanys dan Keper-
cayaannya itu darl yang bersangkutan.

4, Dalam Undang-undang ini ditentukan prinaip-prinsip atau azas-azas menganai perkawinan dari
segala sesuatu yang barhubungan dengan parkawinan yang telah disesuaikan dengan
parkembangan dan tuntutan zaman.

Azas-azas atau prinsip-prnsip yang tercantum dalem undang- undang ini adalah sebagal berikut:

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri
perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya
membaniu dan mencapai kesejahieraan sprituil dan material.

b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bitamana dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan Keparcayaannya.itu; dan disamping itu tiap-tiap
perkawinan harus dicatat manurul peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap
perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang,
risalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang
juga dimuat dalam pencatatan.

¢. Undang-undang ini menganut azas menogami. Hanya apabita dikehendaki oleh yang
bersangkulan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan menpizinkan, seorang suami dapat
baristeri lebih darl seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih darf secrang
fsteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak- pihek yang bersangkutan, henya dapat dilakukan
apabila dipenuhi berbagai persyaratan tartentu dan diputuskan oleh Penpgadilan.

d. Undang-undang ini manganult prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya
uniuk dapat melangsungkan parkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara
baik tanpa barakhir pada percaraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus
dicegah sdanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibaweh umur, Disamping itu,
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;ang loblh rendah bagi secrang wanita untuk kawin mangakibatkan laju kelahiran yang labih tinggl.
Berhubung dengan I, meka undang-undang ini manentukan batas umur untuk kawin balk bagi pria
maupun bagi wanlta, laleh 19 {sembilan belas) tahun bagl pria dan 16 {(enam belas) tahun bagi
wanita.

o, Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagla kekel dan sajahtera,
maka undang- undang Ini menganut prineip untuk mempersukar terjadinya parcaratan, harus ada
alasan-alasan tertentu serta harus dilekukan di depan Sidang Pengadilan.

f, Hak dan kedudukan Isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam
kehidupan rumahtangga maupun dalam pergautan masyarakat, sehingga dengan demiklan segala
sasuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama olzh suamb-iatari.

5, Untuk menjamin kepastian hukurri, meka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan
dengan parkewinan yang terjadi sebelum Undang-undang Inl berlakuy, yang dijalankan menurut
hukum yang telah ada adalah sah. Demlkian pula apabila mengenal sesustu hal Undang-undang inl
tidak mengatur dengan sendirinye berlaku ketentuan yang ada, :

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sebagai Negara yanp berdesarkan Pancasila, dimena Sila yang pertamanya ialah Keluhanan Yang
Maha Esa, maka parkawinan mempunyal hubungan yang eral sekali dengan agame/kerchanian
sehingga perkawinan bukan saja mempunyal peranan yang penting. Membentuk keluarga yang
bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuen parkawinan, Pemaliharaan
dan Pendidikan menjadl hak dan kewajiban orang tua.

Pasal 2

Dengan perymusan pada Pasal 2 ayal (1) In, tidak ada Perkawinan diluar hukum rnasing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu, sesual dengan Undang-undeng Dasar 1845. Yang dimaksud
dengan hukumn masing-masing agamanya dan keporeayaannya [ty termasuk ketentuan perundang-
undangan yang berlaku bagl golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak
bartertangan atau tidak ditentukan [ain dalam Undang- undang inl.

Pasal 3

1. Undang-undang inl menganut asas monagamj.

2. Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syaral yang tersebut dalam Pasal 4
dan 5 telah dipenuhi harus menginpat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari
salon suami mengizinkan adanya poligami,

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal &

Cukup Jelas.

Pasal 6

1, Oleh karena perkawinan mempunyai makeud agar suami dan ister| dapat membentuk keluarga
yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, meka parkawinan harus
diselujui oleh kedua belah pihak yang melangsungken Perkawinan tarsebut, tanpa ada paksaan dari
plhak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat parkawinen
menurut Ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan dalem Undang-undang Inl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
Undang-undang ink.

2. Cukup jelas.

3. Cukup jelas,

4. Cukup jelas.

5. Cukup jelas.

B. Cukup jelas.

Pasal 7

1. Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditstapkan balas-batas umur untuk
perkawinan.

2. Dangan barlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mangalur tentang
pemberian dispensasi larhadap perkawinen yang dimaksud pada ayal (1) seperti diatur dalam Kitab
Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansl Perkawinan |ndonesia Kristen (S. 1833 Nomer 74)
dinvatakan tidak barlaku.

Pasal 8

Cukup jalas.

Pasal 8

Cukup Jalas.

Pasal 10

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang
kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benear-benar dapat
dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masek. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencagsh tindakan
kewin-caral berulang kall, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama
lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ketantuan Pasal 12 [ni tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22
Tahun 1948 jo. Undang-undang Nomer 32 Tahun 1854.

Pasal 13

Cukup jelas, Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jalas.

Pasal 17

Cukup Jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup Jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup
jelas.

Pasal 22

Pengertian "dapat’ pada pasalini diarttkan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut
ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23

Cukup Jolas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas, Pasal 27 Cukup jalas.

Pasal 28

Cukup jelas,

Pasal 28

Yang dimaksud dengan "parjanjian” dalam pasal ini tidak termasuk taklik-talak.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas,

Pasal 32

Cukup jelas, Pasa! 34 Cukup Jolas,

Pasal 35

Apabila parkawinan Putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing.
Pasal 38

Cukup jelas,

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “hukumnya" masing-masing; ialah hukum agama, hukum adat dan hukum
lainnya.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 38

1. Cukup Jelas.

2. Alasan-alasan yang depat dijadlkan dasar untuk pereeraian adalah :

a. Salah salu pihak barbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang
sukar disembuhkan;

b, Salah satu plhak meninggalken yang lain selama 2 {dua) tahun berturut-turut tanpa izin plhak yang
lain dan tanpa alasan yanp sah atau karena hal lain diluar kemauannya;

c, Salah saty pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang libal berat setelah
perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak inelakukan kekeiaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap
pihak yang lain.

e, Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakil yang mengakibatkan ticak dapat
menjalanken kewsjibannya sebagal suamifisteri.



axan nidup rukun [agl dalam ruman-tangga.

3. Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41 ,

Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas.
Pasal 44 .
Par{gadilan mewafibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.
Paszal 45

Cukup jelas,

Pasal 46 B

Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas,
Pasal 49

Yanp dimaksud dengan "kekuasaan” dalam pasal In] tidak termasuk kekuasaan sebagal wali-nikah.

Pasal 50
Cukup jelas,
Pasal 51 -
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasat 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pagsal 56 |
Cukup jolas.
Pasal 57
Cukup jelas,
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jolas.
Pasal 60 -
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup Jolas.
Pasal 63 :
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas,
Pasal 67
Cukup jelas.
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